
BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATA}I
NOMOR 

'o 
TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAIT ORGANISASI DAN TATA KER.IA
UNIT PELAXSANATEKNIS DAERAH PEMADA"U KEBAXARAN DAN

PENYELAMATAN PADA DINAS PEMADAM KEBAI(ARAN
DAN PENYELAMA'TAN XABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (6)

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 68 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Konawe

Selatan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPID) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undalg Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Mengingat

SALINAN



4. Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6349);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagai mana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 TaJ'run 2O19 tentalg Perubahal
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16

tentalg Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O17 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 63, Tambaha-n

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 17

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 64771;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor I2O Tahun 201,8 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan

dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana

Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 20 17 Nomor 451);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
dan Kabupaten lKota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatarr Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Selatal (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan
Tahun 2022 Nomor 1)

Menetapkan
MEMUTUSKAN

PERATURAI{ BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG
SUST'NAN ORGANISASI DAN TATA KER.'A UITIT
PELAKSAIA TEKNIS DAERATI PEMADAM KEBAI(ARAN
DAN PEITTELAIIATAIT PADA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PEITYELAMA\TAIT KABUPATEN
KOITIAWE SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelarnatan Kabupaten Konawe

Selatan selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten

Konawe Selatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaralan

urusan kebakaran di Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penye lamatan Kabupaten Konawe Selatan;



8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan tugas teknis operasional
dan/atau kegiatan tugas teknis penunjalg tertentu pada Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Selatan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam Jabatan
Fungsional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Konawe Selatan;

10. Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu adalah kegiatan untuk
melaksanakan sslagran tugas investigasi kejadian kebakaran,
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan
penyelamatan, serta perbengkelan sarana dan prasarana pemadam

kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUI(AN, TUGAS POKOK DAN FUI{GSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas
terdiri dari:
a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPfD) Pemadam Kebal<aran dan

Penyelamatan Kecamatan Ranomeeto;

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kecamatan Tinanggea;

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kecamatan Moramo;

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UP'ID) Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kecamatan Angata;

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPID) Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Kecamatan Laeya.

Bagian Kedua
Klaeiftkasi

Pasal 3

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayal (ll, dibedakan dalam 2

(dua) Klasifrkasi;
(2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayal (ll, sebagai

berikut :



a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
b. UPID kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

(3) Penentuan Klasilikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
diatur dengan Peraturan Menteri;

(4) Klasifikasi UPID sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (l) di atas
adalah Kelas A.

BAB III
XIDUDT'KAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4
(l) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di bidang penanganan

kebakaran.
(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

Baglan Kedua
Susunan Organlsasi

Pasal 5
(1) Susunar Organisasi UPTD terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagran Tata Usaha;

c. Petugas Operasional Bidang Penyuluhan;
d. Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kebakaran ;

e. Petugas Operasional Bidang Peralatan dan Mobil Unit ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB TV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Tugas

Pasal 6

(1) Kepala UPTD Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a,

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin,
merumuskan, merencanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
pelaksana sebagian kegiatan teknis operasinal dan/ atau kegiatan teknis
penunjang terntentu dibidang penanganan kebakaran;

(2) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk
mendukung kegiatan pelaksanaan tugas organisasi induknya.



Bagian Keempat
Fungsl
Pasal 5

(1) Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4, UPTD Menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan teknis operasional penanganan kebalaran berdasarkan
kebijakan teknis dinas;

b. Penyelenggaraaan penanganan kebakaran; dan
c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pe nangzrnan kebakaran;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, Kepala UPTD mempunyai rincian
tugas ;

a. Tugas atributif;
1. Menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan

penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
2. Mengkoordinasikan pelalsanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha,

petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai
program kerja yalg ditetapkan;

3. Memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan
tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan kelompok
jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;

4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas

Operasional dal Kelompok Jabatan Funsional sebagai bahal
perbaikan selanjutnya;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsih UPTD dengan

unit kerja lainya;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai

dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
b. Tugas Substantif :

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis pencegahan bahaya

kebakaran kepada dinas/instansi, industry, tempat keramaian,
pusat perdagangan/perkotaan dan lingkungan pemukiman

penduduk;

2. Menyusun, menyediakan dan mendistribusikan petunjuk-
petunjuk teknis tentang pengguna€rn perelatan yang dapat

dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;

3. Mengkoordinasikan/memfasilitasi pendidikal dan pelatihart

dalam rangka peningkatan keterampilan/kecakapan anggota

satuan pemadam kebakaran;
4. Menyelanggarakan pemeriksaan secara berkala maupun insidentil

terhadap ketersediaan peralatan pemadaman api/ sarana

prasarErna penanggulangan kebakaran kepada dinas instansi,



industri, tempat keramaian dan pusat perdagangan

dan/ pertokoan;

5. Menyelenggaralan operasi penanggulangarr/ pemadaman bencana
kebakaran;

6. Meneliti, mengolah dan menganalisa data penyebab kebakaran;
7. Menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium terhadap penyebab

te{adinya kebakaran berdasarkan hasil penyelidikan;
8. Menyelenggarakan upaya-upaya preventif terjadinya bencana

kebakaran;
9. Menginventarisasi darr menyiapkan usulan kebutuhan pendagaan

saran dan prasar€rna pemadam kebakaran;
10. Menyelenggarakan pemeliharaan dan kesiapan peralatan

serta mobil unit pemadam kebakaran; dan
11. Menyelenggarakan penelitian dan penguji laboratorium terhadap

kualitas dan jenis peralatan pemadam kebakaran yang
dipergunakan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pagal 9
(1) Sub Bagran Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi
program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di
lingkungan UPTD;

(2) Sub Bagian Tata Usaha Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung Jawab
Kepada Kepala UPTD.

(3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusal dan perencalaan program kerja, kegiatan dan Anggaran
UPTD;

b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis UPTD;

c. Pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPTD yang meliputi
Administrasi Umum, Kepegawaian, Rumah Tangga dan Keuangan;

d. Pelalsanaan pengelolaan manajemen mutu dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan ;

e. Pelalsanaan pengawan mutu dan kualitas hasil pekerjaan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

UPTD;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.



(4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai rincian tugas :

a. T\rgas Atributif :

1. menyusun perencana€rn dan program kerja Sub Begian Tata
Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan
dan program kerja UPTD;

2. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata
Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPID
dan/ atau kebijakan teknis dinas;

3. membagi tugas kepada bawahan;
4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

bawahan
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub

Bagtan Tata Usaha dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian tata

usaha;
7. mewakili kepala UPTD apabila berhalangan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan

sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
b. Tugas Substantif :

1. Menyusun:
a) bahan dokumen:

1) perencanaan strategis (Renstra) dinas sesuai tugas
dan fungsi UPTD;

2) perencanaan kerja tahunan (Renja) dinas sesuai tugas
dan fungsi UPTD;

3) penetapan/ perjanjian kinerja (Tapkin) dinas sesuai

tugas dan fungsi UPTD;

4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;

5) standar operasional prosedur (SOP) dan standar
pelayanan (SP) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD.

b) bahan laporan :

1) triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTD;

2) triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja

langsung dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;

3) semesteran program/kegiatan dinas sesuai dengan

tugas dan fungsi UPTD;

c) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar

Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD),

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta



Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah
(RKPMD) di Lingkungan UPTD;

d) Data dan Administrasi kepegawaian meliputi :

1) bezz,etingpegawai di lingkungan UPTD;

2l usulan kenaikal pangkat di lingkungan UPTD;

3) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD;

4l usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD;

5) daftar Nominatif pegawai di lingkungan UPTD;

6) rencana kebututran dan pengembangan pegawai,

calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin
belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan UPTD;

7l pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan

karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di
lingkungan UPTD;

8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTD;

9) materi sasaran kine{a pegawai di lingkungan UPTD.

2. menyelenggarakan :

a) pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di
lingkungan UPTD;

b) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan
UPTD;

c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD;

d) pengelolaan keprotokolan dan kehumasal di lingkungan
UPTD;

e) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan

lingkungan kantor, kendaraal dan asset lainnya serta
ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD;

f) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di
lingkungan UPTD;

g) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai

UPTD;

h) pengelolaan Penatausahaan, perbendaharaan, verilikasi
dan akuntansi keuangan UPTD;

i) penyusunan Laporan Keuangan triwulalan dan

tahunan di lingkungan UPTD;

j) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta
pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.



Paragraf 3

Petugas Operasional Bidang Penyuluhan

Pasal 1O

(1) Petugas Operasional Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok

membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan penyuluhan
pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Petugas Operasional Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :

a) penyiapan penJmsunan rencana kerja UP|D dalam hal
penyuluhan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;

b) pelaksanaan penyuluhan pencegahan dan penang€rnan

bencana kebalaran;
c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

penyrrluhan pencegahan dan penanganan bencana kebakararr.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, Petugas Operasional Bidang
Penl.uluhan mempunyai rincial tugas:

a) menyrrsun bahan rencana dan program kerja UPTD bidang
peny'uluhan pencegahan dan penangalan bencana kebakaran;

b) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka
kelancaran pelal<sanaan tugas;

c) melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan
rekomendasi / solusi terhadap permasalahan dalam bidang
penyuluhan pencegahan dan penanganan kebakaran;

d) melaksanakan bimbingan teknis teknis pencegahan bahaya

kebakaran kepada dinas/instansi, industri, tempat keramaian, pusat
perdagangan/perkotaan dan lingkungan pemukiman penduduk;

e) menyusun, menyediakan dan mendistribusikan petunjuk-
petunjuk teknis tentang penggunaan peralatan yang dapat
dipergunakan untuk memadamkan kebakaran;

f) mengkoordinasikan/memfasilitasi pendidikan dan pelatihan dalam
rangka peningkatan keterampilan/kecakapan anggota satuan
pemadam kebakaran;

g) melaksanakan pemeriksaan secara berkala maupun insidentil
terhadap ketersediaan peralatan pemadam api/sarana prasarana

penanggulangan kebakaran kepada dinas instansi, industri, tempat

keramaian dan pusat perdagangan dan/atau pertokoan;

h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
penyuluhan pencegahal dan penanganan kebakaran;

i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPTD.



Paragraf4
Petugas Operasional Bidang Penanggulaagan Kebakaran

Pasal 11

(1) Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kebakaran
mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPID dalam
melaksanakan penanggulangan bencana kebakaran;

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Petugas Operasional Bidang Penanggulangan Kebakaral
mempunyai fungsi :

a) penyiapan penyusunan rencana kerja UP|D dalam hal
penanggulangan kebakaran;

b) pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran;
c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

penanggulangan bencana kebakaran.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang
Penanggulangan Kebakaran mempunyai rincian tugas:

a) menyrsun bahan rencana dan program kerja UPTD bidang
penanggulangan bencana kebakaran;

b) melaksanakan koordinasi dengan unit keda terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

c) melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan

rekomendasi / solusi terhadap permasalahan dalam bidang

penanggulangan bencana kebakaran;
d) melaksanakan operasi penanggulangan / pemadaman bencana

kebakaran;
e) meneliti, mengolah dan menganalisa data penyebab kebakaran;

f) melaksanakan pemeriksaan laboratorium terhadap penyebab

terjadinya kebakaran berdasarkan hasil penyelidikan;

g) melaksanakan upaya-upaya preventif terjadinya bencana

kebakaran;
h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

penanggulangan kebakaran;
i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UPTD.



Paragraf 5
Petugas Operasional Bidaag Peralatan dan Mobil Unit

Pasal 12
(1) Petugas Operasional Bidang Peralatan dan Mobil Unit mempunyai tugas

pokok membantu Kepala UPTD dalam hal peralatan dan mobil unit
pemadam kebakaran.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Petugas Operasional Bidang Peralatan dan mobil Unit mempunyai
fungsi :

a) penyrapan penyusunan rencana kerja UPID dalam hal
peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran;

b) pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mobil unit pemadam

kebakaran;
c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal peralatan

dan mobil unit pemadam kebakaran.
(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, Petugas Operasional Bidang
Peralatan dan Mobil Unit mempunyai rincian tugas:
a) menyusun bahan rencana dan program keg'a UPTD bidang

peralatan dan mobil unit pemadam kebakaran;
b) melaksanalan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam ralgka

kelancaran pelaksanaan tugas ;

c) melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan
rekomendasi / solusi terhadap permasalahan dalam bidang
peralatan dan mobil unit pemadam kebakaral;

d) menginventarisasi dan menyiapkan usulan kebutuhan
pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;

e) melaksanakan pemeliharaan dan kesiapan peralatan serta mobil
unit pemadam kebakaran;

f) melaksanalan penelitian dan pengujian laboratorium terhadap
kualitas dan jenis peralatan pemadam kebakaran yang

dipergunakan;
g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peralatan

dan mobil unit; dan

h) melaksanalan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

UP.ID.



Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13
(1) Kelompok Jabatan F\rngsional mempunyai tugas pokok melaksalakan

sebagian tugas dan fungsi UPTD secara profesional sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.

P&sal 14
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga
fungsional yang ada di lingkungan UPTD.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

BAB TV

TATA XER.'A
Baglan Kesatu

Uoum

Pasal 15

(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu
kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang
pemadam kebakaran, operasionalnya diselenggarakan olehPetugas

Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
(3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris.
(4) Setiap satuan organisasi di lingkungan UPID, dalam

melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplikasi.
(5) Setiap pimpinan satua-n organisasi di lingkungan UPID, wajib

memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan.



Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 16

(1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas
pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris.

(2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pen)'usunan

laporan lebih lanjut.
(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya

berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagiaa Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 17
(1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha

mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.

(2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat

menunjuk salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan kedekatan tugas

dan fungsinya.

BAB V
XEPEGAWAHN

Pasal 18

(f) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon [Va dan/ atau
jabatan pengawas

(2) Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan stmktural eselon

rvb
(3) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Kepala Dinas;
( ) Sub Bagran Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati.
(5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BA'B VI
PEUBIAYAA.IT

Pa$l 19

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan
sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
BAB VII

IIEtrENTUAN PEITUTUP

Pasal 20
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang

mengenai teknis pelaks€rnaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

            Ttd.

ST.CHADIDJAH

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI KONAWE SELATAN

            Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 17 Februari 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 10



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR , lO TAHUN 2023
TANGGAL : JIFEBRUARI2o2S
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PEI.IYELAMA,TAN PADA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENTYELAMATAN
KABUPETAN KONAWE SELATAN

STRI'I(TUR ORGAI{ISASI
UNIT PELAI(SANA TEXNIS DIITAS PEMADAtrI KEBAXARAN DAN

PENTELAMATAN PADA DINAS PEMADAU KEBAKARAN DAN
PETTELAMATAN KABT'PATEN KONAWE SELATAN

KEPALA UPTD

KASUBAG TATA USAHAKE1OMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

PETUCAS
OPERASIONAL BIDANG

PERALATAN DAN MOBIL
LINIT

PETl]GAS
OPERASIONAL BIDANG

PENANGGULANGAN
KEBAKAR N

PETUGAS
OPERASIONAL BIDANG

PENYULIJHAN

BUPATI KONAWE SELATAN

            Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA




